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PEMULANGANWNIEKS IS1S

JAKARTA - Ketua DPR Puan
Maharani meminta pemerin-
tah tidak terburu-buru terkait
rencanapemulangan600warga
negara Indonesia (WNI) eks
1818 dari Timur Tengah. Puan
meminta pemerintah untuk
mencermatibeberapahal Salah
satunya, apakah 600 WNI eks
IS1Situ masth mermiliki paspor
atautidak.

“Apakah mereka secara su-
karela meninggalkan paspor
Indonesiauntukkemudianper-
gike satunegarauntuk kemu-
dian menjadi SIS, ituyang per-
tama yang harus kita lakukan

dan cermati” tandas Puan di

Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta, kemarin, Kemudian,
Lanjutnya, apakah 600 WNI eks
ISISitumasthmemilikikeingin-

Ketua DPR Minta Pemerintah Tak Terburu-bury

anuntukembalike Indonesia Tengahke Tanah Air.Sebab, eks “Ohbelumtahusaya,sayaﬁng-

‘Jadijangan terburu-bury, kita
lihat dulu seperti apa, situasi
dankondisinyadisan, apakah
mereka itumasih mengakui se-
bagaiwarga negaralndonesia?”
Katapolitikus Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDIP)

1.

Menurut dia, pemerintah

harus memperhatikan lang-
kah-langkah yang lebih cermat

dan lebih antisipatif jika 600

otang eks 815 itusudah tidak
maumenjadi WNT. Jadijangan
terburu-bury,” kata mantan

Menteri Koordinator bidang

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan ini. Sebelumnya,

Presiden Jokow secara pribadi

jugamenolak pemulangan 600
NI eks ISIS itu dari Timur

Lkombatan [SIS itu telah mem-

' bakarpasporIndonesia.

Sementara ittt MenteriAga-
ma(Menag)FachrulRazienggan
menjelaskan mengenaiwacana
pemerintah yang akan memu-
langkan 600 WNIeks ISIS dart
Timr Tengah: Menag justru
menyatankan wartawan betta-
tya mengenat hal tersebut ke-
pada Menteri Koordinator bi-
dang Politik; Hukum, dan-Ke-

- amanan (Menko' Polhukam)

Mahfud MD.“Wahitunantiah

biar dijelaskan Menko Polhuk-

amya, ungkap Fachrul Razi.
Diajugamengakutidak me-

ngetahui apakah wacana itu ;

akan dibicarakan dalam rapat
kabinet bersama Presiden Joko

Widodo (Jokowi) atau tidak.:

guinformasi dari Menko Pol-
hukamsaja, katanya. Meskide-
mikian, diamengakusiapmem-
berikan masukan terkait waca-
natersebut jika diminta nanti-
nya. “Nanti kalau beliau minta,
sajakasthmasukan. Enggakbo-
lehlagisayangomong disinika-
renakan sudah ada vapat Men-
koPolhukam," tandasnya. Na-
mun, diamembantah dilarang
Menko Polhukam Mahfud MD
untuk berbicara kepada media

massa mengenaiisu tersebut.
“Enggak, bukan dilarang, kare-
na kan kalau sudah ditunjuk
koordinir, kita yang ngomong
enggak btk Ngomongnya ke-
pada yang koordinasi dong”

' ujarnya.
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